
 

 

 

 

 

 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA 

NOMOR 308/SK-BUP/HK/2025 

TENTANG 

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

 TAHUN 2025   

 
BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 

 
Menimbang: a. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 

telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 

39 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 

dan menjadi pedoman penyusunan Perubahan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; 

b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang 

sudah diverifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah sebelum ditetapkan oleh 

Kepala Perangkat Daerah diperlukan pengesahan 

oleh Bupati Kutai Kartanegara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 

2025; 

 
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang  Darurat No. 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 



 

1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran 

Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II 

Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan  Undang-Undang Darurat No. 3 

Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan 



 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 543); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 

Tahun 2021 Nomor 147); 

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 

Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2025 (Berita  Daerah Kabupaten 

Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 20); 

8. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara 

Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita  

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 

Nomor 15); 

Memperhatikan: Telaahan Staf Kepala Bappeda Kabupaten Kutai 

Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara tanggal 13 

Oktober 2025 perihal Persetujuan untuk penetapan Surat 

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pengesahan 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Kutai Kartanegara Tahun 2025. 

 

 

 

 



 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  

KESATU: Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Tahun 2025; 

KEDUA:  Rekapitulasi    Perubahan    Rencana   Kerja   Perangkat 

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; 

KETIGA:  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Ditetapkan di Tenggarong 

pada tanggal 17 November 2025 

 

 

 

 

 

 

Tembusan disampaikan Kepada Yth: 

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong. 

2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai 

Kartanegara di Tenggarong 

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong. 

4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten                          

Kutai Kartanegara di Tenggarong 

5. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong. 

6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong. 

7. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong. 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA 

NOMOR 308/SK-BUP/HK/2025 TANGGAL 17 NOVEMBER 2025 

TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 

 

NO NAMA OPD 

JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH SUB KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN 

RKPD APBD 
RKPD-

P 
RKPD APBD RKPD-P RKPD APBD RKPD-P RKPD APBD RKPD-P 

1 

Dinas 

Pendidikan dan 
Kebudayaan 

11 11 11 24 24 23 111 151 141 1.486.242.054.327,00 2.333.285.080.154,00 2.257.675.973.476,80 

2 
Dinas 
Kesehatan 

5 5 5 24 24 24 102 101 101 758.277.726.026,00 909.986.489.262,00 885.595.427.279,48 

3 

RSUD Aji 

Muhammad 
Parikesit 

2 2 2 6 4 4 8 6 6 468.671.713.181,00 532.954.097.941,00 516.435.831.827,80 

4 
RSUD Aji 
Batara Agung 
Dewa Sakti 

3 3 3 7 7 7 10 10 10 187.805.510.645,00 265.300.358.106,00 239.791.271.695,33 

5 
RSUD Dayaku 
Raja 

4 4 4 14 14 14 41 41 37 173.894.966.202,00 201.469.277.876,00 192.779.048.017,42 

6 
Dinas Pekerjaan 

Umum 
6 7 7 17 17 17 69 73 69 820.445.043.149,00 1.657.921.267.524,00 1.735.511.522.074,30 

7 

Dinas 

Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

7 7 7 18 18 18 58 67 63 312.423.224.667,00 524.909.000.786,00 496.508.218.081,00 

8 
Dinas 
Pertanahan dan 

Penataan Ruang 

9 9 9 21 21 21 62 62 61 44.686.891.202,00 44.232.597.660,00 45.559.893.836,00 

9 
Satuan Polisi 
Pamong Praja 

2 2 2 10 11 10 36 41 32 31.145.654.726,00 36.920.707.006,00 35.719.982.445,00 



 

NO NAMA OPD 

JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH SUB KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN 

RKPD APBD 
RKPD-

P 
RKPD APBD RKPD-P RKPD APBD RKPD-P RKPD APBD RKPD-P 

10 

Badan 
Penanggulangan 

Bencana 
Daerah 

2 2 2 12 11 11 65 52 51 18.836.000.941,00 21.102.273.168,00 18.869.037.797,00 

11 

Dinas Pemadam 

Kebakaran dan 
Penyelamatan 

2 2 2 12 12 12 43 43 39 28.266.625.109,00 31.506.935.699,00 35.868.926.826,00 

12 

Badan 

Kesatuan 
Bangsa dan 

Politik 

7 6 6 18 13 13 40 38 39 27.292.950.350,00 84.464.335.645,00 84.628.502.145,00 

13 Dinas Sosial 7 7 7 18 18 18 64 64 64 40.454.496.674,00 36.510.475.791,00 32.652.801.691,00 

14 

Dinas 
Transmigrasi 

dan Tenaga 
Kerja 

7 7 7 20 20 19 60 60 58 41.674.828.926,00 35.838.240.269,00 33.222.462.062,00 

15 

Dinas 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan 
Anak 

7 7 7 22 22 21 66 66 62 18.372.613.313,00 14.434.560.318,00 13.424.851.518,00 

16 

Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

5 5 5 15 15 15 54 54 53 76.120.164.434,00 74.016.313.157,00 63.994.768.157,00 

17 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup dan 

Kehutanan 

12 12 12 24 24 24 74 74 73 102.546.316.132,00 112.006.172.535,00 94.403.563.711,00 

18 

Dinas 
Kependudukan 

dan Catatan 
Sipil 

5 5 5 15 15 14 43 43 39 22.939.517.753,00 17.217.960.605,00 16.911.599.755,00 



 

NO NAMA OPD 

JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH SUB KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN 

RKPD APBD 
RKPD-

P 
RKPD APBD RKPD-P RKPD APBD RKPD-P RKPD APBD RKPD-P 

19 

Dinas 
Pemberdayaan 

Masyarakat dan 
Desa 

5 5 5 12 12 12 60 60 55 65.329.407.818,00 138.346.000.799,00 117.306.237.559,00 

20 

Dinas 

Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 

Berencana 

4 4 4 16 16 16 60 69 56 17.637.814.818,00 27.595.242.665,00 23.898.894.081,00 

21 
Dinas 

Perhubungan 
3 3 3 21 21 21 64 66 66 63.700.346.544,00 239.066.837.985,00 206.479.790.203,75 

22 
Dinas 
Komunikasi dan 

Informatika 

5 5 5 13 13 13 57 54 54 59.097.272.506,00 212.082.175.729,00 201.012.074.013,01 

23 

Dinas Koperasi 

dan Usaha Kecil 
Menengah 

7 7 7 14 14 13 40 40 34 23.646.703.059,00 22.461.499.132,00 20.358.773.055,00 

24 

Dinas 

Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu 

6 6 6 15 15 15 50 49 47 27.786.705.030,00 22.859.898.348,00 21.179.471.884,00 

25 
Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

4 4 4 16 17 16 69 70 61 55.963.291.625,00 126.151.634.033,00 124.197.096.844,80 

26 
Dinas Kearsipan 
dan 
Perpustakaan 

6 6 6 19 19 19 61 62 61 31.271.632.927,00 29.026.491.187,00 26.726.491.187,00 

27 Dinas Kelautan 
dan Perikanan 

5 5 5 21 20 20 63 62 61 166.680.443.487,00 516.589.852.007,00 437.305.119.032,00 

28 
Dinas 
Pariwisata 

5 5 5 16 16 15 52 53 49 59.387.163.073,00 92.682.136.546,00 87.753.919.876,00 



 

NO NAMA OPD 

JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH SUB KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN 

RKPD APBD 
RKPD-

P 
RKPD APBD RKPD-P RKPD APBD RKPD-P RKPD APBD RKPD-P 

29 Dinas Pertanian 
dan Peternakan 

7 7 7 23 22 22 83 79 78 226.199.330.224,00 261.060.018.303,00 225.922.044.718,00 

30 
Dinas 
Perkebunan 

6 6 6 16 15 15 46 42 41 42.971.164.906,00 46.080.674.479,00 39.207.421.496,00 

31 

Dinas 
Perindustrian 
dan 

Perdagangan 

9 9 9 22 22 22 66 66 67 87.213.886.792,00 85.672.630.764,00 57.743.870.737,00 

32 
Sekretariat 
Daerah 

3 3 3 19 19 19 66 66 66 184.669.572.638,00 232.955.687.147,00 265.758.934.341,00 

33 

Sekretariat 
Dewan 

Perwakilan 
Rakyat Daerah 

2 2 3 18 17 18 71 70 71 166.960.757.766,00 178.987.578.357,00 179.500.149.607,00 

34 

Badan 

Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

3 3 3 14 14 14 63 63 64 49.775.841.398,00 48.054.235.455,00 46.451.291.935,00 

35 
Badan 
Pendapatan 

Daerah 

3 3 3 11 10 10 47 44 42 61.946.069.678,00 60.832.909.046,00 59.128.499.046,00 

36 
Badan Pengelola 
Keuangan dan 

Aset Daerah 

3 3 3 13 13 12 72 77 76 901.095.114.020,00 1.299.682.113.109,00 1.321.332.608.465,90 

37 

Badan 

Kepegawaian 
dan 
Pengembangan 

Sumber Daya 
Manusia 

3 3 3 14 14 14 54 54 54 32.743.331.188,00 48.921.269.764,00 47.027.027.764,00 

38 Badan Riset dan 
Inovasi Daerah 

2 2 2 12 12 12 45 45 45 21.012.717.695,00 18.711.042.837,00 17.957.346.099,00 



 

NO NAMA OPD 

JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH SUB KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN 

RKPD APBD 
RKPD-

P 
RKPD APBD RKPD-P RKPD APBD RKPD-P RKPD APBD RKPD-P 

39 
Inspektorat 
Kabupaten 

3 3 3 12 12 12 44 45 45 38.079.204.398,00 43.290.684.939,00 44.341.540.148,00 

40 
Kecamatan 
Tenggarong 

5 5 5 15 15 15 50 48 48 107.920.481.032,00 158.164.991.679,00 158.164.991.679,00 

41 

Kecamatan 

Tenggarong 
Seberang 

5 5 5 15 15 15 51 51 50 21.721.221.287,00 53.485.538.889,00 53.485.538.889,00 

42 
Kecamatan Loa 

Kulu 
6 6 6 14 14 14 45 46 45 24.058.196.215,00 44.789.842.285,00 44.789.842.285,00 

43 
Kecamatan Loa 

Janan 
5 5 5 13 13 13 39 39 39 12.651.982.282,00 40.872.288.498,00 40.872.288.498,00 

44 
Kecamatan 
Muara Badak 

5 5 5 15 15 15 45 44 46 22.520.700.682,00 51.375.540.485,00 51.465.540.485,00 

45 
Kecamatan 
Marangkayu 

5 4 5 15 13 14 44 41 42 10.712.378.125,00 30.468.083.195,00 30.468.083.195,00 

46 
Kecamatan 
Muara Jawa 

5 5 5 14 14 13 54 52 44 59.061.311.962,00 83.268.183.778,00 83.268.183.778,00 

47 
Kecamatan 

Samboja 
5 5 5 15 15 15 44 42 43 52.606.047.421,00 117.209.897.240,00 117.233.894.340,00 

48 
Kecamatan 
Sebulu 

5 5 5 15 15 15 40 40 38 19.282.912.826,00 36.894.183.805,00 36.894.183.805,00 

49 
Kecamatan 
Muara Kaman 

6 6 6 17 17 17 60 59 59 25.299.530.817,00 23.097.337.270,00 23.097.337.270,00 

50 
Kecamatan Kota 
Bangun 

6 6 6 16 16 15 43 42 41 15.430.497.942,00 30.622.831.747,00 30.622.831.747,00 

51 
Kecamatan 

Muara Muntai 
6 6 6 15 15 15 44 43 43 15.158.073.699,00 16.566.569.832,00 16.566.569.832,00 

52 
Kecamatan 
Kenohan 

5 5 5 14 14 14 39 38 40 9.271.796.270,00 8.857.378.616,00 8.857.378.616,00 

53 
Kecamatan 
Kembang 

Janggut 

6 6 6 16 16 16 50 48 47 12.953.553.578,00 23.066.613.460,00 23.066.613.460,00 

54 
Kecamatan 
Tabang 

5 5 5 14 14 14 38 38 38 13.182.112.937,00 12.593.529.436,00 12.593.529.436,00 



 

NO NAMA OPD 

JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH SUB KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN 

RKPD APBD 
RKPD-

P 
RKPD APBD RKPD-P RKPD APBD RKPD-P RKPD APBD RKPD-P 

55 
Kecamatan 
Muara Wis 

5 5 5 15 15 15 46 46 46 13.202.573.909,00 21.649.852.554,00 21.649.852.554,00 

56 
Kecamatan 
Sanga Sanga 

5 5 5 16 16 15 42 42 39 26.977.796.967,00 53.825.304.460,00 53.825.304.460,00 

57 
Kecamatan 

Anggana 
5 5 5 15 15 15 39 39 39 23.110.723.017,00 44.615.412.036,00 44.615.412.036,00 

58 Kecamatan Kota 

Bangun Darat 
6 6 5 16 14 14 42 40 40 9.244.051.823,00 28.570.698.427,00 28.570.698.427,00 

59 
Kecamatan 
Samboja Barat 

5 5 5 16 16 16 48 47 47 46.602.470.923,00 100.731.166.175,00 100.781.028.175,00 

                            

    98 98 99 279 271 270 944 989 965 7.584.232.483.061,00 11.665.912.000.000,00 11.351.031.387.454,60 

 

 

 

 


